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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemauan membayar (Willingness to Pay) pada sektor
informal pedagang pasar tradisional Di Kota Denpasar. Akibat dari kenaikan tarif peserta JKN dan dalam
rangka implementasi target UHC 2019. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
cross-sectional. Penelitian dilaksanakan di 16 pasar yang di kelola PD Pasar kota Denpasar tahun 2017.
Teknik Simple Random Sampling dengan jumlah sampelnya adalah 242 pedagang. Teknik analisis data
kemauan membayar pasien Willingness to Pay (WTP) akan dianalisa dengan melihat alternatif yang paling
banyak dipilih oleh responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghasilan para pedagang pasar Di
Kota Denpasar sebanyak 37% berpenghasilan Rp. 1.000.000-Rp.2.000.000. Kepemilikan asuransi kesehatan
sebanyak 49.1% belum memiliki asuransi, 35,4% JKN dan 15,6% asuransi swasta. Dengan data tersebut
menunjukkan bahwa sektor informal masih banyak yang belum memiliki jaminan kesehatan, tertkait dengan
UHC 2019 ini merupakan tantangan berat bagi BPJS untuk merekrut dan mensosialisasikan JKN. Hasil dari
kemauan pasien membayar (Willingness to Pay) menunjukkan sebanyak 72,2% yang bersedia membayar
kelas 3, sebanyak 17% bersedia membayar kelas 2 dan sebanyak 10,8% bersedia membayar kelas 1. Data
yang memilih pelayanan kelas 3 sejalan dengan penghasilan para pedagang yang di bawah UMK. Dengan
demikian seharusnya para pedagang tersebut bisa di usulkan untuk mendapat PBI. Dilihat dari sumber
pembiayaan ketika sakit 66 % mengatakan bahwa mereka membayar sendiri pembiayaan tersebut, hal itu
menunjukkan bahwa masih banyak para pedagang ikut JKN. Sektor informal pedagang pasar kemauan
membayar di kelas 3 sebanyak 72,2% di ikuti kelas 2 sebanyak 17% dan kelas 1 sebanyak 10,8%.

Kata kunci: WTP, Sektor informal, JKN

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine Willingness to Pay in the informal sector of traditional market
traders in the city of Denpasar. As a result of the increase in JKN participant rates and in UHC target the
implementation of the 2019.This research is a descriptive study with a cross-sectional approach.
Implemented in 16 markets managed by PD Pasar Denpasar in 2017. Simple Random Sampling technique
with a total sample of 242 traders. Data analysis techniques Willing data to pay for Willingness to Pay
(WTP) patients will be analyzed by looking at the alternatives chosen by the respondents. The results of this
study indicate that the income of market traders in the city of Denpasar as much as 37% earn Rp. 1,000,000-
Rp.2,000,000. Ownership of health insurance is 49.1% without insurance, 35.4% JKN and 15.6% private
insurance. With these data, it shows that there are still many informal sectors that do not have health
insurance. In connection with the UHC 2019, it is a heavy hand for BPJS to recruit and socialize JKN. The
result of Willingness to Pay shows that 72.2% are willing to pay grade 3, 17% are willing to pay class 2 and
10.8% are willing to pay class 1. Data that choose class 3 services are in line with the income of the class.
traders below the UMK. Thus, the traders should be able to propose to get PBI. Judging from the sources of
funding when sick, 66% said that they paid for the financing themselves, it showed that there were still many
traders participating in JKN.The informal sector of market traders willing to pay in class 3 as much as 72.2%
was followed by class 2 as much as 17% and class 1 as much as 10.8%. Keywords: WTP, informal sector,
JKN

Keywords : WTP, Informal sector, JKN
PENDAHULUAN bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri

Dengan mulai diberlakukannya BPJS dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta
kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014, maka BPJS akan ditarik iuran yang besarnya telah

sesuai perundangan-undangan setiap perusahaan ditentukan. Sedangkan bagi warga miskin, iuran
wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS ditanggung pemerintah melalui program
BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak Bantuan luran.

96 J.Kes-Terpadu — Oktober 2018



Hardy, I.P.D.K., Yudha, N.L.G.A.N. 2(2) (2018)

Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib
bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja
informal. Pekerja informal juga wajib menjadi
anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib
mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai
dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.

Kota Denpasar sebagai satu-satunya kota
yang berada di provinsi Bali, sekaligus ibukota
provinsi mempunyai daya pikat yang besar bagi
masyarakat untuk mencoba peruntungan hidupnya
guna memperbaiki derajat sosial ekonomi mereka.
Sehingga kota Denpasar diserbu oleh masyarakat,
baik dari kabupaten-kabupaten lainnya di provinsi
Bali maupun masyarakat dari luar provinsi Bali
untuk bekerja baik di sektor formal maupun
informal.

Sektor informal berdasarkan kamus besar
bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai
lingkungan usaha tidak resmi; lapangan pekerjaan
yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh
pencari Kerja (seperti wiraswasta). Aktivitas sektor
informal mencakup berbagai sub sektor seperti sub
sektor pertambangan, pertanian, manufaktur,
listrik, konstruksi, perdagangan, transportasi dan
lain - lain. Sub sektor perdagangan adalah sub
sektor yang paling mendominasi atau paling besar
menurut Badan Pusat Statistika (2014).

Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi
yang melakukan kegiatan pengumpulan dan
penjualan kembali tanpa adanya perubahan bentuk
pada barang tersebut dimana yang dijual barang
baru maupun barang bekas. Pengertian dari
pedagang menurut Klasifikasi Buku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) yaitu suatu badan usaha
atau perorangan yang melakukan suatu kegiatan
perniagaan atau perdagangan secara terus menerus
dengan tujuan adanya pendapatan yang setinggi -
tingginya, tingkat efisiensi yang tinggi serta
keuntungan  yang maksimal. Pendapatan
merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi
yang timbul dari aktivitas norma entitas selama

HASIL DAN PEMBAHASAN

suatu periode dan arus masuk tersebut akan
mengakibatkan kenaikan ekuitas tetapi tidak
berasal dari kontribusi penanaman modal (Kieso,
Weygandt dan Warfield, 2001).  Pengukuran
tentang tingkat kemampuan membayar (Ability To
Pay) dan kemauan membayar (Willingness To Pay)
penting dilakukan karena Ability dan willingness to
pay (ATP-WTP) merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi  seseorang mengikuti  jaminan
kesehatan. Dengan iuran JKN pada saat ini sudah
naik per 1 April 2016 akan mempengaruhi para
pedagang untuk mengikuti program JKN.

METODE
Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

kuantitatif. Rancangan dalam penelitian ini adalah
cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di
Seluruh Pasar tradisional di kota denpasar

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
Seluruh Pasar tradisional di kota Denpasar. Adapun
sampel yang digunakan 434 orang dengan kriteria
inklusi pasien yang berada di 16 pasar

Teknik Sampling dan Pengumpulan Data
Teknik sampling yang digunakan adalah
Proportionate Stratified Random Sampling. Teknik
pengumpulan data yang akan digunakan adalah
kuesioner

Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan dianalisis
menggunakan aplikasi komputer. Data yang

diperoleh ada 2 yaitu kemampuan membayar dan
kemauan membayar. Data kemampuan membayar
nantinya akan dianalisis dengan menggunakan
rumus teori yaitu 5% dari kebutuhan non pangan
dan non esensial dikali 14 bulan. Data kemauan
membayar pasien akan dianalisis dengan melihat
alternatif tarif yang paling banyak dipilih oleh
responden sehingga diketahui gambaran tingkat
kemauan membayar pasien

KEMAUAN MEMBAYAR/WILLINGNESS TO PAY

Gambar 1. Grafik Kemampuan Membayar
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Dari gambar kemauan membayar di atas
menunjukkan bahwa pedagang pasar tersebut
hanya mampu membayar di kelas 3 dan PBI
sebanyak 8% dan 64% hal tersebut menunjukkan
bahwa para pedagang hanya mampu membayar
JKN kelas 3 dan harus di batu oleh pemerintah
dengan PBI. Hanya 11% yang mampu membayar
kelas 1 dan 17 % mampu membayar iuran JKN
kelas 2 setiap bulannya.

Besarnya WTP pasien berhubungan dengan
sumber pembiayaan kesehatan yang banyak
digunakan yaitu JKN, dimana pasien lebih memilih
biaya pelayanan digratiskan karena akan
mengurangi beban ekonomi pasien. Ada beberapa
variabel yang mempengaruhi WTP pasien, dimana
berdasarkan hasil penelitian Hendriyanto (2009),
ada beberapa variabel yang berpengaruh secara
signifikan terhadap kemauan membayar vyaitu
pendapatan pasien dan persepsi pasien terhadap
mutu pelayanan sesuai kondisi pelayanan saat ini.
WTP pasien yang lebih rendah daripada ATP
tersebut memiliki hubungan dengan kualitas
pelayanan kesehatan, dimana menurut hasil
penelitian Yudariansyah et. al. (2006), rendahnya
kemauan masyarakat dalam membayar tarif dilihat
dari tingkat pelayanan, dimana tingkat pelayanan
yang kurang akan mempengaruhi pola pikir
masyarakat untuk menggunakan fasilitas tersebut.

Dari gambar tersebut diatas kemampuan
membayar untuk JKN masih cukup rendah karena
banyak pedagang yang hanya mampu membayar
kurang dari 750.000 hal tersebut menunjukkna
bahwa perlu adanya bantuan dari pemerintak dalam
jaminan kesehatan bagi pedangan tersebut. Bila
karakteristik pekerjaan responden dibandingkan
dengan ATP, dapat diketahui bahwa sebagian
responden yang memiliki ATP < Rp 750.000 untuk
3 hari rawat inap adalah responden yang bekerja
sebagai buruh atau petani serta yang tidak atau
belum memiliki pekerjaan. Sementara responden
yang bekerja sebagai PNS/BUMN, pegawai
swasta, wiraswasta, pensiunan dan lain-lain yaitu
pegawai kontrak dan ibu rumah tangga memiliki
ATP untuk 3 hari rawat inap antara Rp 300.000
sampai > Rp 2.000.000. Besar kecilnya tingkat
pendapatan pada umumnya sangat terkait dengan
jenis pekerjaan (Sampeluna et. al., 2013).
Responden yang bekerja sebagai petani memiliki
kemampuan membayar yang lebih rendah karena
adanya hubungan antara pekerjaan dengan
penghasilan atau pendapatan per bulan responden
karena penghasilan responden tersebut tidak
menentu yang hanya bergantung pada hasil panen
dimana dipengaruhi oleh faktor alam. Responden
yang bekerja sebagai PNS/BUMN memiliki
kemampuan membayar yang lebih tinggi karena
dipengaruhi oleh pendapatannya yang tetap setiap

bulannya. Sementara pelaku usaha atau wiraswasta
dengan latar pendidikan yang relatif terbatas,
namun ternyata berhasil mencapai sukses karena
usahanya maju dan berkembang. Dengan adanya
kondisi jenis pekerjaan yang beragam, akan
mempengaruhi  kebutuhan dan keinginan yang
sangat luas dan bervariasi pula (Sampeluna et. al.,
2013).

Apabila sumber pembiayaan kesehatan
responden dibandingkan dengan ATP, responden
yang menggunakan JKN sebagian besar memiliki
ATP untuk 3 hari rawat inap pada rentang < Rp
300.000, responden yang menggunakan JKBM
sebagian besar memiliki ATP untuk 3 hari rawat
inap pada rentang Rp 300.000 — Rp 700.000,
sedangkan responden yang menggunakan biaya
pribadi atau keluarga sebagian besar memiliki ATP
untuk 3 hari rawat inap pada rentang Rp 300.000 —
Rp 700.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa
penggunaan asuransi dan jaminan kesehatan
dipengaruhi oleh besarnya pendapatan responden
setiap bulannya. Namun hal ini tidak sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliasih
(2013), dimana responden yang menggunakan
jaminan  kesehatan  memiliki  kemampuan
membayar Rp 300.000 — Rp 700.000, sedangkan
responden yang menggunakan asuransi kesehatan
dan biaya pribadi memiliki kemampuan membayar
diatas Rp 700.000 dan diatas Rp 1.200.000.
Menurut  Sampeluna (2013), adanya pelayanan
bagi peserta askes dan adanya kerja sama dengan
asuransi menjadi daya tarik bagi masyakat untuk
memanfaatkan pelayanan kesehatan di suatu rumah
sakit sehingga walaupun sebagian  besar
masyarakat mempunyai pendapatan yang kurang,
mereka tetap memilih memanfaatkan pelayanan
kesehatan.

SIMPULAN

Hasil dari kemauan pasien membayar (Willingness
to Pay) menunjukkan sebanyak 72,2% yang
bersedia membayar kelas 3, sebanyak 17%
bersedia membayar kelas 2 dan sebanyak 10,8%
bersedia membayar kelas 1. Data yang memilih
pelayanan kelas 3 sejalan dengan penghasilan para
pedagang yang di bawah UMK. Dengan demikian
seharusnya para pedagang tersebut bisa di usulkan
untuk mendapat PBI. Dilihat dari sumber
pembiayaan ketika sakit 66 % mengatakan bahwa
mereka membayar sendiri pembiayaan tersebut, hal
itu menunjukkan bahwa masih banyak para
pedagang ikut JKN. Sektor informal pedagang
pasar kemauan membayar di kelas 3 sebanyak
72,2% di ikuti kelas 2 sebanyak 17% dan kelas 1
sebanyak 10,8%
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